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Abstract: 

The universal ideal values of Pancasila are derived from the domain of instrumental values in the realm of for-

mation of laws and regulations, and how the ideal values of Pancasila are internalized into practical values in the 

life of society, nation, and state. Pancasila ideology is a guideline for state administrators in formulating and 

determining planning, implementation and evaluation of national development policies in the political, legal, eco-

nomic, social, cultural, mental, spiritual, defense and security fields based on science and technology, and direc-

tion for all Indonesian citizens and residents. This research uses descriptive qualitative research methodology 

and refers to the basic law as one of the legal umbrella.. 
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Abstrak:  

Nilai ideal Pancasila yang universal diderivasikan ke domain nilai-nilai instrumental dalam ranah pembentukan 

peraturan perundang-undangan, dan bagaimana nilai-nilai ideal Pancasila terinternalisasi ke dalam nilai-nilai 

praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi 

penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap 

kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahan-

an, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga-

negara dan penduduk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dan meru-

juk pada undang-undang dasar sebagai salah satu payung hukumnya. 

Kata Kunci: RUU HIP, Naskah Akademik 
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Prolog 

"Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi 

penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan 

pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, 

budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang 

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi 

seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan  berbangsa 

dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila," bunyi pasal 1 

Ketentuan Umum RUU HIP. 

Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Hari Lahir Pancasila yang menyatakan bahwa rumusan 

Pancasila sejak 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Soekarno, rumusan 

Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 

ialah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. 

Kita tunggu langkah pemerintah untuk konsisten dan tegas dalam 

upaya pelarangan penyebaran ajaran komunisme/ marxisme-

leninisme. 

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU 

HIP) sangat menarik menjadi kajian dan pembahasan publik. 

Mengingat Pancasila milik bersama seluruh bangsa Indonesia, bukan 

milik satu golongan tertentu. Karenanya, siapapun itu lapisan 

masyarakat, berhak untuk menanggapi dan memberikan 

sumbangsih pemikirannya terhadap RUU HIP.  Baru dua bulan 

kurang, sejak beredarnya file draft Naskah Akademik dan RUU HIP 

tertanggal 26 April 2020 melalui sosial media, telah menuai reaksi 

besar dari masyarakat berupa penolakan dan tanggapan serius, 

bahkan di bulan Juni telah banyak kegiatan-kegiatan ilmiah dan 

diskusi membedah RUU HIP secara online. Fenomena ini 

memecahkan rekor kontroversial suatu RUU dengan tanggapan 

yang sangat cepat dari masyarakat, hanya kurang dari dua bulan.  

RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka 

landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan 
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masyarakat. Demi mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka, 

bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. 

Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan 

derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang 

merupakan kesepakatan dan milik bersama. 

Mengapa RUU HIP menjadi perhatian serius bagi masyarakat? 

Hal ini dapat diurai berdasar isu-isu besar dan sensitif dari 

kandungan RUU HIP, yaitu: 1) isu motivasi dan kebutuhan atas RUU 

HIP, 2) isu akomodasi komunisme dalam RUU HIP, 3) isu distorsi 

konsep Ketuhanan, 4) menjatuhkan derajat Pancasila. Masing-masing 

isu tersebut akan penulis jelaskan 

berdasarkan Naskah Akademik 

dan pasal terkait.  

 

Siapa Yang Membutuhkan RUU 

HIP?  

 Isu motivasi dan 

kebutuhan atas RUU HIP, 

dengan pertanyaan, apakah 

motivasi pembentukan RUU 

HIP? Apakah masyarakat 

membutuhkan RUU HIP?. 

Jawaban ini tentunya dapat kita 

temukan dari Naskah 

Akademiknya pada halaman 58 yang dinyatakan sebagai berikut: 

“Secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber 

dari situasi global maupun situasi nasional. Penerimaan Pancasila dalam 

berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan oleh elemen-

elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan 

faktuil yang dihadapi dalam implementasikan ideologi Pancasila di era 

kekinian bisa diindetifikasi sebagai berikut: 1. menguatnya kepentingan 
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individualisme; 2. fundamentalisme pasar; 3. radikalisme; 4. dominasi 

sistem hukum modern, yang menegasikan makna nasionalisme di era 

globalisasi. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan campur 

tangan negara untuk memelopori mengimplementasikan ideologi Pancasila 

sesuai tantangan jaman masa kini. Apabila negara tidak mengambil 

prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat debatable, 

dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing.”  

Berdasarkan latar belakang dibentuknya RUU HIP, maka 

dapat diketahui bawah motivasi pembentukan RUU HIP adalah 

pandangan subyektif legislatif atau DPR RI atas kondisi kekinian 

bangsa Indonesia. Sehingga dinyatakan secara jelas, "maka 

diperlukan campur tangan negara untuk memelopori 

mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan jaman 

masa kini". Ini menunjukkan bahwa RUU HIP tidak berangkat dari 

kebutuhan nasional dan masyarakat Indonesia, melainkan DPR RI 

“memaksakan kehendaknya” agar negara untuk terlibat dalam 

kepentingan politik praktis yang sangat subyektif dan bernuansa 

tendensius.  

Isi Naskah Akademik cenderung menghakimi bangsanya 

sendiri sebagai masyarakat yang menafsirkan Pancasila secara “suka

-suka”. Bukankah negara sudah campur tangan secara langsung 

menjaga ideologi Pancasila? seperti contoh kasus; membubarkan PKI 

dan melarangan penyebaran paham komunis melalui TAP MPRS 

XXV/1966, membentuk UU Ormas yang mengatur tentang asas 

ormas dan norma larangannya, mencabut izin dan pendirian Ormas 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menindak pelaku tindak pidana 

terorisme, menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB), 

mengangkat kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 

yang semula dari unit khusus kepresidenan, dan lain sebagainya. 

Bukankah negara sejatinya sudah ikut campur membina Pancasila? 

Maka, sangat wajar bila masyarakat menaruh curiga atas lahirnya 

RUU HIP yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan 

partisipasi masyarakat. 
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 Sejatinya DPR RI sebagai wakil rakyat harus menyerap 

aspirasi dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat, bukan 

justru menghakimi masyarakat dan menjadikannya sebagai alasan 

pembenar dibentuknya RUU HIP. RUU HIP berfungsi sebagai 

ideologi dinamis yang melekat dalam diri setiap warga Indonesia 

sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang muncul di 

tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0. 

RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan 

pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi 

Undang-undang. Pertama, secara hukum kedudukan dan fungsi 

Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Kedua, Rumusan 

Pancasila sebagai Dasar 

Negara adalah 

sebagaimana yang 

disebutkan dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

Ketiga, RUU HIP 

mendapatkan penolakan 

dari berbagai elemen 

masyarakat.  Keempat, 

Kedudukan Badan Pembina 

Ideologi Pancasila (BPIP) 

yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden nomor 

7/2018 sudah sangat kuat.  

RUU PHIP, yaitu Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang 

menata dan mengatur para lembaga negara yang bertugas seperti 

MPR dan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Ini 

pedomannya, ini UU organiknya. 

 

Akomodasi Komunisme Dalam RUU HIP  

Isu berikutnya menyangkut akomodasi paham komunisme 

dalam RUU HIP. Hal ini dapat dianalisis dari bagian Pembukaan 
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RUU HIP  

tidak terlalu urgen dan tidak 
perlu dilanjutkan 

pembahasan pada tahapan 
berikutnya untuk disahkan 
menjadi Undang-undang 

diantaranya karena adanya 
penolakan dari masyarakat. 
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RUU HIP mengenai dasar hukum, yang tidak menyantumkan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXV/MPRS/1966 

tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai 

Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia 

dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau 

Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme 

(disebut: TAP MPRS XXV/1966). Bahwa judul RUU HIP adalah 

menyangkut ideologi, maka secara normatif, diharuskan 

menyantumkan dasar hukum mengenai ideologi yang dilarang.  

Apabila tidak dicantumkan dasar hukum yang melarang 

ideologi lain selain Pancasila, maka RUU HIP sangat kental 

kepentingan akomodasi politik untuk mengkompromikan ideologi 

komunis dalam berbangsa dan bernegara. Dan dasar hukum Pasal 2 

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang 

dinyatakan “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jo. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 

yang telah diundangkan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, “Ormas 

dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran 

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.  

Negara dalam hal ini telah membatasi ruang gerak 

tersebarnya paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila 

dalam konteks Ormas. Karena itu, RUU HIP yang secara terang 

benderang menyantumkan ideologi Pancasila harus menegaskan 

dirinya bahwa seluruh dasar hukum yang mengatur tentang ideologi 

terlarang haruslah dimasukkan ke dalam dasar hukum bagian 

Pembukaan RUU HIP.  

 

Distorsi Makna Ketuhanan  

Di dalam RUU HIP terdapat empat konsep “Tuhan”, yaitu 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, “ketuhanan”, “ketuhanan yang 
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berkebudayaan”, dan “berketuhanan”. Di dalam Pasal 1 butir 2 RUU 

HIP, pengertian ideologi Pancasila masih mendasarkan pada frasa 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada Pasal 1 butir 10 yang 

mendefinisikan Masyarakat Pancasila, frasa Yang Maha Esa menjadi 

hilang, hanya tertulis Pancasila yang berketuhanan.  

Pada pasal-pasal selanjutya seluruh makna Ketuhanan Yang 

Maha Esa hanya dapat ditemukan dalam Pasal 8 huruf f, Pasal 12 

ayat (3) huruf a, huruf d, selebihnya hanya frasa “ketuhanan”, 

“berketuhanan” dan “ketuhanan yang berkebudayaan”, 

sebagaimana yang bisa kita cermati pada Pasal 3 ayat 1 huruf a, Pasal 

4 huruf b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 

ayat (2) “ketuhanan yang 

berkebudayaan”. Penyusun RUU 

HIP nampak jelas memiliki 

kepentingan lain untuk dapat 

menyisipkan keyakinan 

ketuhanan yang di luar dari 

maksud Pancasila. Jika konsep 

ketuhanan itu bersifat abstrak, 

maka RUU HIP mengkomodasi 

berbagai jenis tuhan yang juga 

termasuk tuhan bersifat materil 

atau nampak.  

Di sinilah letak masalah 

miskonsepsi ketuhanan versi 

RUU HIP yang sudah jauh melenceng dari Pancasila tanggal 18 

Agustus 1945 itu sendiri, sebagai konsensus bangsa Indonesia.  

 

Menjatuhkan Derajat Pancasila; Kontradiksi Naskah Akademik 

dengan RUU HIP  

 Kontradiksi Naskah Akademik dengan RUU nya nampak 

sangat jelas, penulis menilai RUU HIP bukanlah RUU “yang 
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diharapkan kelahirannya” oleh NA nya. Mengapa? Karena penyusun 

RUU HIP sudah menyadari bahwa Pancasila itu sumber dari segala 

sumber hukum negara. Tetapi karena ada kepentingan politik di 

belakangnya, Pancasila dipaksakan diturunkan derajatnya menjadi 

UU. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa UU bersifat dinamis, 

sedangkan Pancasila bersifat statis.  

UU seperti area terbuka untuk diuji, dicabut, diubah, dan 

dibatalkan. Sedangkan Pancasila yang ada sekarang sudah berada 

pada tempatnya yang luhur. Naskah Akademiknya pada halaman 11

-12 telah mengutip secara jelas Putusan Mahkamah Konstitusi:  

“Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-

XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 

1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam 

Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, 

Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi 

memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan 

berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah 

Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan 

bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam 

kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan 

konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar 

filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita 

hukum negara.” (Lihat: Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013) 

Maka, sejatinya Pancasila haruslah tetap menjadi sumber 

segala sumber hukum negara, tanpa perlu dijadikan UU. Karena 

sebagai dasar negara, penafsiran Pancasila telah dijabarkan dalam 

batang tubuh UUD NRI 1945. Sehingga Pembukaan UUD NRI 1945 

dan batang tubuh UUD NRI 1945 adalah haluan negara, haluan 

berbangsa dan bernegara, haluan seluruh pemerintahan dalam 

mengambil kebijakan. Pancasila lebih tinggi dari batang tubuh UUD 

NRI 1945. Mengapa Pancasila harus diuraikan secara rinci lagi ke 

dalam RUU HIP. DPR RI telah dengan sengaja menjatuhkan derajat 
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Pancasila dari kedudukannya yang luhur, sebagai sumber nilai, 

pedoman, haluan dan dasar negara. Karena Pembukaan UUD NRI 

1945 tidak bisa diamandemen, hanya batang tubuhnya yang dapat 

diamandemen. 

 

Epilog 

Rumusan haluan ideologi itu rancu sejak awal penamaan 

RUU HIP ini. Jika haluan ideologi memang perlu dirumuskan, 

berarti haluan bidang lain juga harus ada, misalnya haluan politik, 

haluan ekonomi, haluan sosial-budaya, dan haluan pertahanan 

keamanan. Bukankah selama ini haluan atau rumusan perencanaan 

pembangunan nasional selalu ada apa pun namanya.  

Para pendiri negara dan bangsa Indonesia dalam menyusun 

Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, sepakat menetapkan 

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Negara yang akan dibentuk. 

Kemudian lima butir Pancasila tersebut dicantumkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 

yang disahkan pada 18 Agustus 1945. 

Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala 

sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Haluan negara itu 

memuat kepentingan nasional (national interest) sudah termaktub 

dalam Pembukaan, yang kemudian diderivasikan ke dalam pasal-

pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa 

Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di 

masa lalu ketika perumusan Perundang-undangan atau kebijakan 

penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan 

instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. 

Penduduk di Republik Indonesia tidak semua warga negara 

Indonesia, melainkan juga ratusan ribu warganegara asing yang 

tinggal di Indonesia sebagai pekerja atau karena alasan-alasan lain. 

Sebagai penduduk di Indonesia, dengan dicantumkannya 
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warganegara dan “penduduk”, berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia, mereka juga diharuskan menghafal Pancasila 

dan mengikuti arah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Haluan 

Ideologi Pancasila. 
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